
c. 

b. 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

a. bahwa berdasarkan pembagian urusan 

Akibat Bencana, dalam bentuk Peraturan Gube:rnut; ,, . >:,,;;':,. 
bahwa untuk rr\embantu meringankan beban: ,n1asyara.kat ',ti/ . 
:::~y-:~~:c~;t.;,1~:~~".;~;;~11t~tlJ.!ll~llR:!l1~'',~ 
secara cepat .· dan tepat bagi korban ben~ana. untt1~c.' , 

d. iiiJ!:~:~it~ilrif l4iit1J:f !i, 
Akibat Bencanai di Prbvi11siKalimahtiµi Ba.tat;<? 

Menimbang 

DENGAN Ry\HMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA. 

NOMOR 2.2.. TAHUN 2022 

TENTANG . .·· .f . i .. 
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BANTU AN/: 

REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

Mengingat 

1r1111il 
, ' . [,' 

• Tu 

------,-------·"""""---"!-------""""' .. '"""' __ .,,,.,..., ......... ..,..-,:""""""'"""'""'"'~~"""""~'~""'"'/~··:~~~~&~~~·~ .,~i 



2. Undang-U ndarjg Nomor · 1 . 'l'@).\11 :: , , c(ii~lii,\ 
Perumahan dan Kawasan Perfoukimap (~11115ElI'Ell:l iN.~gt3jf \ 
Republik Indonesia .. Tahun···.• .. 2011 .... Non1or 7, Wa.r#l:>aI-iir~ i . 
Lembaran . Negara. Republik···. Indonesia. . Np1-ri9.t §1§8) 
se bagaimana ·tela.h ·diu bah. .. denganUnHang-1.J.pcla.r1g.N9111§r > 
11 Tahun 2020 .tentang Cipfa Kerja. (Le111gar$.11 N"egitg i 
Republik Indonesia .•. •Tahun··>2020 Non1or 24-5, .Taipl:Ja.licuT>· 
Lembaran Negara•Republik•Indonesial'Io1119r§E>'7$);i\i> ii .i 

3. Undang-Undang Nomor . 12 Tahun .2.9.1.l ffrit~{. 
Pem bentukan Peraturan .Perundang-Undangcll1}Le~b~ra.11 
Negara Republik ·Indonesia•.·.·•>Tahun.•••.•·i2()1.t•• .)N.e>rilt>{ /~'.2;i·.ii 
Tambahan Len1baran ... Negara Repul:>lik.Jncl9r1e.$.iEl N.?W9t. / 
5234) sebagaimanatelah diubah clengan/l11~.a11g~TJ".n4~gi\ 
Nomor 15 Tahun 2011 tentangPeruba.hart i-\.tEl.s lJ11cla.B&"" <i 
Undang .Nomo.r. 12 .Tahun: 2011 ten.taii.g f>~111g~11t1.i~~11 .i 
Peraturan . Pc:rundang-Unda11ga.n·.··. i<{Le1111:>aj:~11. .N~ga.t~< 

4. Republik ·Indonesia .•. TahlU1 •• 20.19 ~oeL ?'t~~~f \' 
Keuangan . An tar. .Pe111eri11tahi.Phsaf /datT fe1riei~11.tlili~1'1 
Daera.h {Lembaran .Negara··.\RepugHk. Inclo.1'1.~sii .'I'Elli\lti/ 
2022 Nomor. 4, . Tambahan Lembaran Nt;gc1_ra R~PH~lik. 
Indonesia Nomor 6757); -: · ·.·.·>ii i i i . 

5. Undang-Undang .... Nomor.9.· -. Tahur1.i2Q.22.ite11f?.rig ~l-9yir1~i> 

6. Ei~iJ i;f~~iJJil~1!1f f lllllif tit{ 
Penyelenggaraax1. ·. Petuma.han .• ida.11 l{a_\VaSftrt·•···:ge;1"11:1ultj11'lcltJ. • 
(Lembaran ·Negara· Republikincl011esiata11li112.p.+§ 1'f?rripr.i 

~!:£E3iJlit~;t~iliI!!lllitif :i 
Atas Pera tu ran Pemetintah>No.111or)14 Ta.tipii./2P1.f? }~11t~~g• 
Penyelenggru·a~n . Peru111tthari···· da11·. Ka1,y~sart X!Ti=r111gl{:fB}ELtj i 
(Lem baran .Negara ·•Repu blik IndonesiaTal1u11,i::2Q2l>N"q:rp.tir< 
6624); . • •.... · . . .· .... ·.· .··•·•·····.· ·.··•··.· .. ·• .. · \ .•.•..•..••... ii/. . ) 7. Peraturan Pen1erintah · .. ·Nornor·. ·. 2 'IJ~-u.11 :?PT? t~s}t~ng .i :~::£;t;ir~f !~~df t1;~~~i1ttrtffl2 

8. Peraturan ..' Pemerintah ··Nomor •. • 12 fa_hul'l 3Q.1?/.J~t1t~11~\i 
Pengelolaan .: :Keuangan····•·. Da.e.rtth ... .: (Le1111J@cl11 i. N~g~·~ i 

9. Republik Indonesia .••. Tahun 2019 NoTor(Si,t~§!?! 

Nomor 157); 



l'ltlU.NGKAT t>li.ll:RAH 
• !'JWRAMARSA -ffKAm.> iro:11:UM 

~~~.,.,.._~~~~----1----,;,_...~ 

,.....!.--·-+-- 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah : Gubemur 

pemerintahan daerah yang memirnpin IJ\:,.LO.J:'•.:>Gl...l.LCllCU.l 

yang menjadi kewenangan daerah Provinsi .1.>..ciuuJ,H:.u 

3. Gubernur adalah Gubernur KalimantanBarat. 
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

disebut Dinas adalah Perangkat Daerah 
Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perurnahan 
Permukiman Provinsi Kalimantan Ba.rat. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
APBD adalah rencana keuangan tahunan 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 

7. Bencana adalah bencana a.lam yaitu bencana 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung ·.LH,J.L,._,._._.,", 
angin topan/puting beliung dan .tanah · 

8. Rumah adalah bangunan gedung yang 
yang layak huni, sarana pembinaan .keluarga, 
martabat.penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 

9. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya 
kegiatan memperbaiki komponen rumah · 
untuk meningkatkan dan/ a tau memenuhi 

10. Pejabat Pembuat Komitmen : yang 
pejabat yang bertanggung: jawab 
Ba.rang/ J asa. 

11. Rencana Anggaran Bia.ya yang 
dokumen yang memuat informasi uraian 
satuan ba.han bangunan yang diajukan 
dasar pengadaan Barang dan Jasa oleh Dinas 
Kawasan Permukiman Provinsi Kalirnantan Barat. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK· 
PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESA.RAN 
REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA. 

Menetapkan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri ... ,. ...... 
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 201 
Tata Ruang Wilayah Provinsi 
2014-2034 (Lernbaran Daerah prcrvinsi .L'.'I..Cl.LU.LLGLU 

Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8); 

12. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 
Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bersumber dari Anggaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 



(1) Bentuk Bantuan penyediaan dan rehabilitasi 
korban bencana berupa: 
a. bahan bangunan; dan 
b. upah pembangunan fisik. . .· . 

(2) Ba.hari bangunan untuk rumah sebagaimana ., .. u.L.U<--,L>-V 

huruf a diberikan kepada perseorangan 
bencana. · 

(3) Upah pembangunan fisik sebagaimana u.u,1.1.acr...::i 

diserahkan kepada pemilik rumah 
mengerjakan sendiri bangunan .. u,,u .... , ......... , 

kerja setempat untuk melaksanakan 
terkena bencana dan memiliki ..,...,,,r,a~·a 

rumah. 

· Pasal 5 

BAB II 
BENTUK·BANTOAN 

(1) Bantuan diberikan dalarn 
diberikan secara terus 
memiliki kejelasan 

(2) Pemberian bantuan i::>C'UCl~ClHll.CU.J.Cl ...... .L.UJlcu, • .;;, 

pengajuan Proposal dari Bupati/Walikota 
Kepala Dinas. 

Pasal4 

( 1) Penerima ban tuan penyediaan dan rehabilitasi 
bagi korban bencana yaitu setiap rumah 
rumahnya terkena bencana alam, dengan 
a. penghasilan Rumah Tangga kurang 

memiliki tabungan yang mencukupi 
rumah; dan 

b. memiliki sertifikat kepemilikan tanah 
Surat Keterangan Hak atas .tanah 
Berwenang setempat. 

(2) Penerima bantuan Fasilitasi .Rehabilitasi 
Masyarakat yang terkena bencana, 
berikut: · 
a. tidak memiliki aset tanah · dan/ a tau 

yang sama; 
b. penghasilan dibawah UMP daerah setempat 

Surat Pernyataan bermaterai; dan 
c. mendapatkan Surat Keterangan 

Desa. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai ... !J'-'•-~v,.LLa ...... 

daerah untuk membantu tmeringanka.n beban 
bencana program Pemerintah Daerah dan rnemr .... .u1-.,,._,c.., 
perekonomian masyarakat akibat 
secara cepat dan tepat bagi korban 
masyarakat yang disesuaikan dengan ,.-,. .... u.u,~.u ... 

Pasal 2 

12. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya 
minimum yang berlaku di seluruh ., ;.;... 



Pasal 9 

(1) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Perbaikan '-'-1.-,ll.l.l.<t;;U..l 

akibat Bencana meliputi: 
a. penetapan status siaga darurat di Provinsi 

Gubernur; 
b. penetapan bencana dari Bupati dan/ atau 
c. permohonan tertulis yang diusulkan 

Kepada Gubernur melalui Dinas; 
d. penetapan calon penerima bantuan oleh 
e. dokumentasi bangunan rumah 

kerusakan; dan · 
f. penetapan calon penerima bantuan oleh 

(2) Contoh dokumentasi kerusakan 
sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) hurufe 
II Peraturan Gubernur ini, 

Pasal 8 

BAB IV 
PERSYARATAN PENERIMABANTlJAN ·. 

( 1) Jenis Kegiatan Bantuan adalah Peningkatan 
36 (tiga puluh enam) yaitu kegiatan 
bagian lantai, dinding dan a1:ap .rumah tinggal 
a. rusak ringan; 
b. rusak sedang; atau 
c. rusak berat. 

(2) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada 
kerusakan 30°/o (tiga puluh persen) komponen 

(3) Rusak sedang sebagaimana dimaksud 
kerusakan 45% (empat puluh lima .... ,,. ... "'""" 

(4) Rusak Berat sebagaimana dimaksud 
kerusakan 65% (en.am puluh' Iimaoersen 

(5) RAB penanganan rehabilitasi 
Kabupaten /Kota sebagaimana tercantum 
Gubernur ini. 

Pasal 7 

Pasal 6 

Besaran nilai bantuan Rehabilitasi Rurnah Layak Huni bagi . 
terkena bencana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. · 

(4) Pengadaan bahan bangunan dan upah 
dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan 
Perundang-Undangan mengenai 

BAB III 
JENIS KEGIATAN 

Perseorangan penerima bantuan rnemenuhi 
a. warga yang bertempat tinggal di daerah 

tahun; 
b. merniliki tanah atau memiliki :Surat Keterangan · 

dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang seternpat; 
c. memiliki dan menghuni rumah akibat bencana 
d. belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi .rumah' 

Pemerintah Pusat a~u Pemeriptali ])aer:;th Jairtnya ... 



KARO !'lti!ANOUT l)Al!,¥1./iJi 

mrKliM 

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas dan PPK. .: 

(2) Kepala Dinas melaporkan • hasil pengawasan dan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat. 
dilakukan oleh Kepala Dinas. · 

Pasa.1 13 

(1) Gubernur melakukan Pemantauan dan evaluasi 
pemberian bantuan. 

(2) Pemantauan dan eva.luasi sebagaimana dimaksud .. ,._.~ .... 
oleh Dinas. 

(3) Pernantauan dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan 
pada ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. pengawasan dan pengendalian; dan 
b. evaluasi. 

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dilaporkan kepada Gubemur. · 

Pasal 12 

BAB VII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASIBANTUAN 

( 1) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang cta.11 .jasa dUaln1kar1 
penyedia barang dan jasa sesuai perjanjian kerja dengan PPI(·i/ .•....•...• •.·.···•··.•·•··•· ......• ·.··•·.· •. ) • i 

(2) Penyaluran bantuan dalam bentuk .barang dan jasa.. sega.gc1.in1cll.1a. /· 
dimaksud pada ayat ( 1) kepada penerima bantuan dilakllkan dafanr 1 · ·.· 
(satu) tahap. 

Pasal 11 

BAB VI 
PENYALURAN BANTUAN 

( 1) Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengusulan rumah .: 
yang akan diperbaiki untuk diverifikasi. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim: 
(3) Tim sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur. > ... ·· ·· 
(4) Dinas melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkanlokasi yang· 

telah diverifikasi oleh Tim. · . ...• . . .. < .. .' 
(5) Setelah ditetapkan calon penerirna bantuan maka.Dinas .1ne1111ru11kEtrt?i111.( 

untuk melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi ken11:>aHPeneta.pEt11 · 
bantuan dan jumlah besaran bantuan yang disesfraikari . derigc1.'tl 
kemampuan keuangan daerah. · .· · · · · ·· · 

BABV 
PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMABANTUAN 

Pasal 10 



BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN 

HARIS SON 

SEKR TARIS DAERAH 
PROV NSI KALIMANTAN BARAT, 

vt,h' 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal l,? l- J 

Pasal 16 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP .· 

(1) Keadaan kahar adalah suatu kejadian 
manusia dan tidak dapat 
dilaksanakan atau tidak dapat . . . .. u. aia::.,cu..1..ucu 

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada 
peperangan, kerusuhan, revolusi, . bencana ~A-C4AA• .,... ........... .-.rv~lrr,.,,., •. ·..t:'>..1:;u1:1..J.\.'cl,.L 

dan bencana lain yang harus dinyatakan 
berwenang. 

(3) Apabila terjadi keadaan kahar .;:)\..-,.Ja;,,cu,.1.l.a.1.ia '-A.u,,Lu.,. .... ,., 

ayat (2), maka pekerjaan dapat 
dengan jumlah waktu yang hilang .akibat .l',,.C<:LUCl<:Ll.l ;n .. <;.<,Ll.C<.l.. Ul.l.UCU>.-:>U.'U 

meru bah bentuk bangunan ·.• atau merubah 
ditetapkan dalam berita acara. 

Pasal 15 

• BABIX 
KEADAAN KAHAR 

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkanriya o,,,_,,.,.;+, 
dibebankan pada: 
a. APBD; dan 
b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak 

peraturan perundang-undangan . 

Pasal 14 

BAB VIII 
SUMBERDANA 
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2. DINDING 

KATAGORI RUSAK RINGAN 

CONTOH DOKUMENTASI KERUSAKAN BANGUNAN AKIBAT BENCANA 

1. ATAP 

LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2022 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN 
BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA 



2. DINDING DAN LANTAI 

3. DINDING 

KATAGORIRUSAKSEDANG 

1. ATAP DAN DINDING 



L f5: SUTARMIDJI 

4, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

KATAGORI RUSAK BERAT 
ATAP, LANTAI DAN DINDING 


